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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat 
(SJ dan Pasa.1 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturon Pelnksruman Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa, sebagaimana telah diubah 
beberapa kaJi terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Baden Usaha Mihk, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Pcnyaluran Alokasi Dana Desa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.embaran 
Negnra Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
18221; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Peruodang-undangan (l.cmbaran 
Negnra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan l..cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan etas 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbcntukan Pcraturan Pcrundang Undangnn 
(1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan l.cmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Dcsa 
(l.cmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); , 



Menetapkan 

4. Pcraturan Pcmerinta.h Nomor 43 Te.bun 2014 tentang 
Pcraturan Pelaksanae.n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Dese. (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Te.hun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5539), sebagairnane. telah 
diube.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 11 Te.hun 2021 tentang Badan Uaaha 
Mihk Desa (Lembe.ran Negara Republik Indcnesia Tahun 
2021 Nomor 21, Te.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolae.n Keuange.n Daerah (Lembe.ran Negara 
Republik lndcnesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pcmbenlukan dan Susunan Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6); 

7. Pcratumn Daerah Kabupaten Pin rang Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
De.erah Kabupaten PinrangTahun 2021 Nomor 51. 

8. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrong Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pinrong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN AWKASI 
DANA DESA 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalwn Pcraturan Bupat.i ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pcmerint.ah Daerah adalah Bupat.i sebagai unsur penyelenggara 

Pcmerint.ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruse.n pemerinta.han 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Dinas adalah Dinas Pcmberdayaan masyarakat dan desa kaOOpaten pinrang. 
5. Camnt ntau sebutan lnin adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kece.matan yang d.alam pelalwmaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyeknggarakan tugas t umum pemerintahan. 



6. De88 adalah kcsatuan masyamkat hukum yang memiliki batas wllayah yang 
bcrwcno.ng untuk mcngatur dan mengurus urusan pemcrintahan, 
kepentingan masyarakat eetempar berdo.sarkan pra.karsa masyarakat, hak 
asal usul, clan/at.au hak tradisional yang diakui dan dihormati dalrun system 
Pcmcrintahan Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia. 

7. Pcmerintah Dcsa adalah Kepala Desa dibantu Pcnmgkat Dcsa sebagai unsur 
penyclenggara Pcmcrintahan Desa. 

8. Kepe.la Dcsa adalah pcjabat Pcmerintah Dcsa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelcnggaralcan rumah tangga desanya. 

9. Badan Pcrmusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD ad.alah 
lcmbaga yang mclaksanakan fungsi pcmerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa bcrdasarkan keterwakilan wilayah 
yang ditetapkan secara demokratis. 

10. Pcrangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan KebiJakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sckrctariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepe.Ja Desa dalam pclaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bc:ntuk pclakaana lcknis dan unsur 
kewilayahan, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi 
dan kepala dusun; 

11. Sekretaris Desa adalah Perangkal Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
pimpinan sekretarial Desa yang menjalankan tugas koordinator PPKD. 

12. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah Perangkat Desa yang 
berkedudukan sebagai unsur st.af sckretariat Desa yang menjalankan tugas 
PPKO. 

13. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi adalah Perangkal Dcsa yang 
berkedudukan sebagai pclaksa.na teknis yang mcnja1ankan tugas PPKD. 

14. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur 
satuan tugas kewilayahan yang benugas membantu Kepala Dcsa dalam 
pclaksanaan tugasnya di wilayahnya. 

15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari Lembaga 
Kcmasyarakalan Desa yang tcrdiri dari beberapa kelompok RT di suatu 
Desa.yang benugas untuk mcmbantu pcmerintah dcsa dan mcrupakan mitra 
dalam memberdayakan masyaraket desa. 

16. Rukun Tct.angga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari lembage 
kcmasyarakatan desa yang mcnghimpun beberapa Kcpala Kcluarga alau KK 
disetiap Dcsa untuk mcmbantu pcmcrintah desa dan merupakan mitra 
da1am membcrdayakan masyarakat dcsa. 

17. Peraturan Ocsa adalah pcraturan pcrundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kcpala Oesa selclah dibahas dan discpakati bcrsama Sadan 
Permusyawaratan Desa. 

18. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dcsa, yang se\anjutnye disebut APBDcsa, 
adalah rcncana keunngan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas den 
disetujui bcrsama oleh Pemerintah Dcsa den Bedan Permusyawaratan Desa 
yang ditetapkan dcngan Peraturan Desa. 

19. Keuangan Desa adelah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diniiai 
dcngan uang sena scgata sesuatu berupa uang dan barang yang t bcrhubungan dengan pclaksanaan hak dan kewajiban Desa. 



20. Pcngclolaan Keuangan Desa adalah kcseluruhan kegtatan yang meliputi 
percncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pcrtanggungjawaban keuangan Desa. 

21. Rekening Kas Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rckcnmg tempat penyimpanan uang dacrah yang ditcntukan olch Bupati 
untuk menampung acluruh pcnerimaan dacrah dan mcmbayar acluruh 
pcngeluaran daerah pada bank yang ditctapkan. 

22. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKD adalah rckening 
tempat pcnyirnpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
pcncrimaan Des.a dan untuk mcmbayar seluruh pcngeluaran Dcsa pada bank 
yang ditctapkan. 

23. Alokas1 Dana Deso. selanjutnya disingkat ADD adalah dana pcrimbangan 
yang ditcrima kabupatcn dalam Anggamn Pcndapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupatcn sctclah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

24. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdaoorkan perscntase tcnentu 
dari anggaran ADD yang dibagi merata kepada setiap Dess. 

25. Alokasi Fonnu1a adalah alokasi yang dihitung dengan mcmperhatikan jumlah 
pcnduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Dcsa dan tingkat 
kesulitan geogiafis Desa setiap Desa. 

26. Penghasilan tetap Kepala Den. dan Perangkat Desa ada.lah penerimaan Mb 
yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Deaa yang 
ditetapkan setiap tahun daJam APBDesa. 

27. Tunjangan Kepe.la Desa dan Perangkat Desa adalah twnbalum pcnghasilan 
selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Dee.a dan Perangkat 
Desa karcna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam 
APB Desa. 

28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

29. Lembaga Kemasyara.katan Cesa adalah lembe.ga yang d1bentuk oleh 
masyara.kat scsuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 
Desa dalam memberdayakan masyarakat. 

30. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
BPJS Keeehetan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

31. lunm Jamirum Keschatan yang se1anjutnya di:,cbut Juran adajah :,cjumlah 
uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau 
pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan 
Kesehatan. 

32. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya. 
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk 
berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk 
menyetenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kemauan, 
jaminan hari tua, danjaminan pensiun. 

33. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, 
adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut 
berpartisipeai dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 I program pokok"-nya. 



34. Siteman Desa adalah srstem terpadu melayani desa, yang selanjutnya disebut 
Siteman Desa adalah sistem aplikasi terintegrasi yang dibangun dinas 
pemberdayaan maayarakat dan desa untuk memberik.an kemudahan dalam 
ha! pengajuan pennohonan penca.iran alokasi dana desa. 

BAB II 
RUANO LINOKUP 

Pasal 2 
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peratunm Bupe.ti rni : 
a. pengalokasian; 
b. penyalura.n; 
c. pemantauan dan evaluasi; dan 
d. sanksi. 

BAB Ill 
PENGALOKASIAN 

Pa,aJ3 
(II Pemerintah Daerah mengalokasik.an ADD dalam Anggo.ran Pendapatan dan 

Belanja Oaerah aetiap tahun anggaran. 
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibagi kepada setiap Desa dengan 

mempertimbangknn: 
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 
b. jumlah penduduk Dcsa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Dcsa. dan 

tingkat kesulitan geografis Desa. 
(3) Tata cara pembagian rincian ADD, sebagai berikut : 

a. menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut: 
I. Pagu Alokasi Dasar, dengan rumua: 

Pagu Alolcasi Dasar .. 90'¥ x Pagu ADD Kabupaten Pinrang 

2. Pagu Bagian Formula, dengan rumus: 

Pagu Bagian Fonnula .. 10% x PQgu ADD Kabupaten Pinrang 

b. menghirung bagian alokasi dasar ADD eenep Desa, dengan rumus ; 
Pagu Alokasi Dasar 

Alokasi Dasar .. 
Jumlah Desa ae Kab. Pinra.ng 

e. menghitung bagian alokasi formula ADD senep Desa dengan urutan 
sebagai berikut: 
I. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), dengan rumua: 

jumlah penduduk dtsa 
Rasio)P• . total ptnduduk dtsa kabupaten Pmrang 

2. Bo bot jumlah penduduk Desa (Bobot JP). dengan nun us: 
Bobot)P= l0%xRasloJP 

3. Rasio jumlah penduduk mis.kin Desa (Rasio JPM), dengan rumus: 
. Jumlah penduduk mlskfn dtsa 

Rasco f PM = total pmd uduk miskin desa kabupaten pinrang 

\ 



4. Bobot jumtah pcnduduk miskin Dcsa (Bobot JPM), dcngan rumus: 
BobotJPM = 40%xRasloJPM 

5. Rasio luas wilayah Dcsa (Rasio LW), dcngan rumus; 
-��---" '"=�:::cwclclaoyc•=h=d=•=•=•'-c��- Rasio LW • - total luas wlloyah. desa Kab. Plnran9 

6. Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dcngan rumus: 
Bobot LW = 20% x Ras lo LW 

7. Rasio indcks kcsu!itan gcografis Ocsa (Rasio IKO), dcngan rumus: 
Rasio /KG a IKC 

fof.oll /KG Dua Ka8.l'fuang 

8. Bobot indcks kcsulitnn gcografis Dcsa (Bobot IKG), dcngan rumus: 
Bobot /KG,,. 30%x Raslo /KG 

9. Total bobot, dcngan rumus: 
Total Bobot .. Bobot JP + Bobot /PM + Bobot LW + Bobot JKG 

10. Bagian a.lokasi formula, dcngan rumus: 
Alokasl Formula = Total Bobot x Pagu 809/011 Formula 

b. mcnghitung ADD eenep Ocsa, dcngan rum us: 

Alokasl Dan.a Deso• Alokasi Dasar + Alokasl Formula 

BAB IV 
PENYAWRAN ...... 

(I) Pcnyaluran ADD dilakukan dcngan cara Pcmindahbukuan dari RKUD 
kc RKD. 

(21 ADD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
l . dana reguler ADD; 
2. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Ocsa, Pcrangkat Desa; dan 
3. tunjangan Anggota BPD. 

(3) Pcnya!uran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dilakukan secara 
bcrtahap, dengan ketcntuan scbagai berikut : 
a. tahap I scbesar 40% (empat puluh pcrsen) dari Pagu ADD set.iap Desa; 
b. tahap II scbcsar 40%(empnt puluh persen) dari Pagu ADD xtiap Ocsa;dan 
c tahap Ill scbcsar 20% (dua puluh pcrsen) dari pagu ADD setiap Desa. 

BABV 
MEKANISME PENYALURAN ADD 

Pasal 5 
(!) Mekanisme pcnya!uran ADD reguler scbagaimana dimaksud dalam Pa.sal 4 

ayat (2) angka l scbagai bcrikut : 
I. tahap I dilakukan paling ccpat bulan januari dan paling lambal bulan 

juni to.bun berkenaan; t 



2. tahap II dilakukan paling ccpat bulan marct dan paling lambat bulan 
agustus tahun bcrkcnaan; dan 

3. tahap Ill dilakukan p&ling ccpat bulan Juni tahun bcrkcnaan. 
(2) Mckanismc pcnyaluran ADD penghasilan tctap dan tunjangan scbagaimana 

dimaksud dalarn Pa.sat 4 ayat {2) angka 2 dan 3 scbagai bcrikut : 
I. tahap I mcliputi bulan kcsatu sampai dcngan bulan kclima yang 

dilakukan sctiap bulan bcrkcnaan; 
2. tahap II mcliputi bulan kecnam sampai dcngan bulan kcscpuluh yang 

dilakukan sctiap bulan bcrkcnaan; 
3. tahap 111 meliputi bulan kcscbclas sampai dcngan bulan keduabclas yang 

dilakukan setiap bulan bcrkcnaan; 
(3) Penyaluran ADD scbagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak 

tcrpcnuhi, de.pat dilakukan pada bulan bcrikutnya. 

Pa,al 6 

(II Penyaluran ADD sebags.ima.nu maksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka I 
dilaksanakan sc:tclah Bupati mcncrima dokumcn persyaratan pcnyalumn dari 
Kcpala Desa, dengan ketcntuan Kbagai bcrikut : 
a. Tahap I berupa : 

I. pcraturan Dcsa mcngcnai APBDesa beeerta Lampirannya (bcrita 
acara musyawarah Dcsa yang dilengkapi dcngan sural 
undangan,notuJen rapat,dokumcntasi kegiatan dan daftar hadir 
peeerte rapat); 

2. Japoran pcnanggungjawaban Kcuangan Kcpala Dcsa tahun 
Kbclumnya; 

3. laporan akhir reahsasi pclaksanaan kcgiatan clan anggaran tahun 
sebclumnya; 

4. peratumn Dc!Wl tcntang rcocana kcrja pcmcrintah dcsa fRKPDcsa) 
Tahun scbclumnya; 

5. surat kuasa pcmindahbukuan ADD; 
6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan fakta intcgritas dan 

Kcpala Dess. untuk tahap I; 
7. Kcputu3&n BPD ten tang pcrsetujuan APBDesa; 
8. rcncana kcgiatan dan anggaran Dcsa; 
9. rcncana kcrja kcgiatan Dcsa; 
10. rcncana anggaran biaye; 
11. fotoc:opy rekcning bank; 
12. foto copy NPWP; 
13. keputusan Kcpala De88 tentang pcmcgang kclrua:saan pcngelolaan 

kcuangan Dcsa (PKPKD); 
14. kcpurusan Kcpala Desa Dcsa tcntang pelaksana pcngelolaan 

kcuangan Desa (P?KD); 
15. kcputusan Kepala Desa tcntang tim pclaksana kegiatan ffPK). 
16. 
17. 

18. 

lcmbar cvaluasi APBDcsa; 
pcrmohonan pencairen ADD tahap I dari Kcpala Dcu. kcpade Bupeti 
cq. Kepala Dinas; 
rekomcndasi tim verifikasi tingkat kccamat.an tahap I; I 



19. lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap I; 
20. surat keterangan penyelesaian tindaklanjut dari lnspektorat Daerah 

Kabupaten Pinrang terkait penyeleaaian n:komenda..si hasil 
pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya; 

21. bukti penyetoran pa.jak Desa Tahun angganm sebclumnya. 
b. Tahap II berupa : 

J. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluarnn ADD tahap I 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling scdikit 
sebesar 50% (limu puluh persen} dan dilampiri dokumen 
pendukung lainnya; 

2. surat pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
Kepala Desa untuk ta.hap II; 

3. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
Ta.hap I: 

4. bc:rita acara pemeriksaan lisik ADD tahap I beeerta Lampiran; 
5. rotocopy n:kening bank; 
6. folo copy nomor pokok wajib pa.jak; 
7. pennohonan pencairan ADD tahap JI dari Kepa.la Desa kepa.da 

Bupe.ti cq. Kepala Dinas ; 
8. lembar verilikasi Lingkat kecamatan tahap II; 
9. n:komendosi tim verifikasi tingko.t kecamatan tahap ll;dan 
10. melakuka.n updating isian prolil desa. drbuktikan dengan Lampiran 

penduduk dan kk yang memuat tanggal updating dan nama 
dcsa;dan 

11. bukti penyetoran pajak Deaa tahap I Tahun anggaran berkenaan. 
c. Tahap m berupa : 

I. laporan rea.lisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai 
dengan tahap II menunjukken rata-rata rcalisasi penyerapan 
paling sedikit eebeear 90% (sembilanpuluh persen) dan dilampiri 
dokumen pendukung \ainnya; 

2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan fakta mtegntas dari 
Kepa.la Desa untuk tahap Ill; 

3. Japorun perkembllngan pelak.sanann kegiatan dan anggaran sampai 
dengan tahap 11; 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

berita acara pemeriksaan fisik ADD Tahap II beserta Lampiran; 
fotocopy rekening bank; 
foto copy nomor pokok wajib pa.jak; 
permohonan pencairan ADD tahap Ill dari Kepala Deaa kepada 
Bupati cq. Kepa.la Dinas ; 
lembar verifikasi tingkat kecamatan ta.hap Ill; 
rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan ta.hap Ill; 
mengumpulkan soft file Lampiran data dasar keluarga dan laporan 
potensi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan dengan tanda 
terima dari admin kabupaten;dan 
bukti penyetoran pajak Desa tahap JI tahun anggaran eebetumnya. 



(4) Format swat kuasa pemindahbukuan sebegarmana dimaksud pada ayat 
(II huruf a angka 4, tcrcantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dcngan Pcraturan Bupati ini. 

(5) Format laporan rcalisasi penycrapan dana capaian kcluaran ADD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a huruf b dan huruf c, 
tercantum daJam Lampiran II yang mcrupakan bagian yang tidak 
tcrpisahkan dcngan Peraturan Bupati ini. 

(61 Format surat pernyataan tanggung jawab mutJak dan fakt.e. intcgritas dari 
Kcpala Des.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 
huruf c, tcrcantum dalam Lampiran III yang mcrupakan bagian yang Udak 
terpisahkan dengan Pcraturan Bupati ini. 

(7) Format Keputusan BPD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
angka 6, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan begum tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(8) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan Dcsa (PKPKD) scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
angka 12, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian t.ida.k 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(9) Format keputusan Kepala Des.a Desa tentang pelaksana pengclolaan 
keuangan Desa (PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf a angka 
13, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraruran Bupati ini; 

(10) Format keputusan Kepa.la Des.a tentang tim pelaksana kcgiatan rrPKJ 
scbagaimana dimaksud pada ayat (II huruf a angka 14, tercantum dalam 
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan 
Bupati inl; 

(11) Format lembar evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a angka 15, tercantum dalam Lampiran VIII yang men..ipakan bagian 
t.idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(12) Format permohomm pencairnn scoogaimana drmakeud pru:la ayat (1) huruf 
a, huruf b dan hurnf c, tercanturn dalam Lampiran IX yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati im; 

(13) Format rckomendasi kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Larnpiran X yang 
merupakan bagian tidak terpi!lfthkan dari Peraturan Bupati ini; 

(14) Format Jembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
huruf b dan huruf c, tcn::antum dalam Larnpiran Xl yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(15) Format laporan kemajuan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud 
poda ayat (I) huruf b dan huruf c, tcrcantum da1am Lampiran Xll yang 
mcrupakan bagian tidak terpi!lfthkan dari Peraturan Bupati ini; 

( 16) Format berita acara pemeriksoan fisik scbogaimana dimaksud pada ayat ( I) 
huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran Xlll yang mernpakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(17) Dokumen persyaratan sebagaimana dtmnksud pada ayat (I) hurufa, huruf 
b dan huruf c dapat dilaporkan melalui aphkasi Siteman Des.a. t 



Pasal 7 
11) Tahapan pencairan ADD scbagaimana dtmaksud dalam Paso.I 4 ayat (21 

angka I dengan ketentuan scbagai bcrikut : 
a. pennohonan diajukan kepada Bupati c.q. Kcpala Dina.s melalui ca.mat 

yang dilampiri dokumcn persyaro.tan penyaluran scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 untuk sctiap tahapnya; 

b. Camat melakukan verifikasi kelcngkape.n dolcumcn persyaratan 
penyaluran scbagaimana dimaksud pada huruf a ; 

c. eetelah dokumen persyara.tan penyaluran scbagaimana dimaksud pada 
huruf a dinyo.takan Jcngkap, carnal mcnerbitkan surat rekcmendest den 
lembar veriflkasi Wltuk selanjutnya Kcpala Desa 1eruskan kcpada 
Kepala Dinas;dan 

d. Kcpala Dina.s mengcluarkan usulan permohonan pencairan ADD untuk 
ditindaklanjuu kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan 
pendapatan daerah untuk pcnyaluran ADO dari RKUD kc RKO. 

Pa,aJ 8 

(I) Penyaluran ADD scbeg:aimana maksud daiaJn Pasal 4 ayat (2) angle.a 2 dan 
angka 3 dilaksanakan sclelah Bupati mcncrima dokumen persyaratan 
penyaluran dari Kepale. Oesa, dcngan ketcntuan scbagai bcrikut : 
a. pcrmohonan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan 

Kcpala Desa, Perangkat Dcsa scrta tunjangan anggota BPD dari 
Kepala Desa ditujukan kepada Bupati cq. Kepalo Dinas ; 

b. surat kuasa pemindahbukuan ADD; 
c. daftar nomor rekening penerima penghasilan dan tunjangan 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dan daftar nomor 
pokok wajib pajak; 

d. daftar Lampiran iuran pemotongan BPJS Kesehatan; 
e. rekap absen setiap bulan dari desa yang ditandatangani o\eh 

Kepa.la Desa ; 
f. salinan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat 

Desa; dan 
g. salinan keputusan Ketua BPD tentang struktur organisasi BPD; 

(2) Dokumen persyaratan pcnyaJuran sebaga.imana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan setiap bulan pada setiap tahap. 

(3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud padu ayat fl) untuk bulan keduabelas paling 
lambat minggu ketiga bulan desember. 

(4) Kepala Oinas melakukan veriftkasi dokumen persyaratan penyaJuran 
sebagaimana dimaksud daJam ayat (3) 

(5) Hasil verifikasi dokumen sebagoimana dimaksud pada ayo.t (4), apabila 
dinyatakan lengkap selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan 
Pcngclolaan Keuangan dan Pendapatan Oaerah. 

(6) Hasd verifikasi dokumen sebagoimana dimaksud pada ayat (4), apabila 
dinyatakan tidak lengkap selanjutnya dikembahkan kepada Kepala Desa 
untuk dilengkapi. 1 



(7) At.as dasar hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (5), Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah melakukan proses penerbitan 
Surat Perintah Membayar. 

(8) Berdasarkan Surat Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Kuasa Bcndahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP'2D) untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan 
pada Bank Sulselbar. 

(9) Kepala Desa bertanggung jawab at.as kebenaran daftar penerimaan 
penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Dcsa, Perangkat Desa dan 
tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I); 

(10) Fonnat pennohonan penghasilan dan tuajangan sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (II huruf a tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(I I) Format daftar nomor n:kcning pencrima pcnghasilan dan tunjangan dan 
daftar nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11 hurur 
b tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(12) Format n:kap absen perbulan dari desa yang ditandatangani oleh Kcpala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d tercantum dalarn 
Lampiran XVl yang merupakan 00.gian tidak tcrpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(13) Format daftar Lampiran iuran pemotongan BPJS Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf c tercanrum dalam Lampiran XVll yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Pa,al 9 

Penghasilan dan tunjangan Kcpala Desa, Perangkal Dcsa dan tunjangan anggota 
BPD dibayarkan secara rutin setiap bulannya dcngan transaksi non tunai yang 
dibuktikan berupa Notice dari Bank :,cbagai dokumcn pcrtanggungjawaban 
keuangan. 

Pesa.I 10 

Pennohonan penyaluran ADD scbagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 dapat 
dilakukan melalui Aplikasi Siteman Oesa. 

Pa,aJ ll 

Bclanja Desa yang ditctaplcan dalam APBOesa digunakan dcngan ketentuan: 
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per scratus) dari jumJah anggaran belanja 

Dcsa untuk mcndanai: 
I. penyc\enggaraan Pemcrintahan Dcsa tennasuk belanja operasional 

Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 
2. pelaksanaan pembangunan Desa; 
3. pcmbinaan kemasyarakatan Dese: dan \. 
4. pcmbcrdayaan masyarakat Dcsa, \ 



b. paling banyak 30% (tiga puluh per scratus) dari jumlah anggaran bclanja 
Dcsa untuk mendanai: 
I. pcnghasilan lc:tap dan tunjangan Kepala Dcsa, sckretaris Desa, dan 

Pcrangkat Dcsa lainnya; dan 
2. tunjangan dan opcrasional Sadan Permusyawaratan Dcsa. 

Pe.sal 12 

(I) BPJS Kesc:hatan terdiri: 
a. Kepala Dcsa dan Perangkat Dcsa bcsert.a anggota keluarganya wajib 

didaftarkan sebaga.i pcserta program jaminan keschatan. 
b. Pendo!ta.ran scbagai pcserta jaminan kcsehatan sc:bagaimana dimaksud 

pada huruf a dilaksanakan dengan cara didaftark.an melalui BPJS 
Kesc:hatan. 

c. Pemerinta.h Oaerah melakukan pcndo!ta.ran dan perubahan data 
kepcsertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Dcsa 
secara kolektif. 

d. luran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Pc:rangkat Desa sebcsar 
5% (lima pcrsen) dari gaj1 atau upah pcrbulan. 

e. luran bagi Kepala Desa dan Perangkat Dcsa sebegaimana dimaksud 
pada huruf d dibayar dengan kctcntuan : 
I. 4% (empat persc:n) dibayar o\eh pcmbcri kerja; dan 
2. 1 % (satu pcrsen) dibayar oleh pescrta. 

f. PPKAD selaku BUD melnkukan pcmotongan iuran sc:bcsar 1% (satu 
persen) sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dari pcnghasilan 
tetap Kepala Dcsa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

g. Pemotongan bagian dan penerimaan yang bcrsumbcr dari ADD hak 
masing·masing Desa berde.sarkan jumlah rencana kebutuhan 
pembayaran iuran sc:suai data kepesertaa.n Jaminan Kesc:hatan bagi 
Kepala Desa dan Pcrangkat Dcsa 

h. Rencana kebutuhan pcmbayaran iuran scbagaimana dimaksud pada 
huruf g dituangkan dalam berit.a acara keaepakatan antara pcmerintah 
daerah dengan BPJS Keschatan yang memuat: 
I. rcncana pcnerimaan ADD; dan 
2. rencana anggaran iuran bagi Kepala Desa dan Pcrangkat Desa 

1. Bcrita acara kcscpakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h 
ditandatangani oleh PPKD sclaku BUD dengan pcjabat BPJS keschatan 
selanjutnya disampaikan kep6da. Bupati. 

j. PPKD sclaku BUD melakukan penyctoran iuran kepada BPJS kesehatan 
berdasarkan basil pcmotongan bagian penerimaan yang bersumbcr dari 
ADD hak masing-masmg Desa. 

k. Pcnyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan 
melaJui rekening BPJS kesc:hatan. 

I. Pcmba.yanm lengeung iuran kepada BPJS kesehatan sc:bagaimana 
dimaksud pada huruf k paling larnbat tanggal 10 setiap bulannya. 

t 



m. Tata cara perhitungan BPJS keschatan scsuai dengan rumus scbagai 
berikut: 
1. bataa pa.ling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan 

scbagai dasar pcrhitungan bcsaran iura.n bagi Pcscrta PPU (Pckerja 
Pcnerima Upah) yaitu scbcsar upah minimum;dan 

2. standar perhitungan iura.n bcrdasarkan upah minimum provinsi 
Tahun berkcnaan. 

(2) BPJS Ketengakcrjaan ten:iiri : 
a. Jaminan Kccclakaan Kcrja yang sclanjutnya dising.kat JKK adalah 

manfaat bcrupe. uang tunai dan/atau pelayanan keaehatan yang 
diberikan pada saat pcaerta mcngalami kecelakaan kcrja atau pcnyalat 
yang discbabkan olch lingkungan kerja. 

b. Jaminan Kematian yang sc:lanjutnya drsingkat JKM adalah manfaat 
uang tunai yang dibcrilcan kcpada ahli waria kctika pcaerta meninggal 
dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

c. Jaminan Hari Tua yang sclanjutnya disingk.at JHT adalah manfaat uang 
tunai yang dibayarkan aekaligus pada saat pescrta mcmasuki usia 
pcnsiun, meninggal dunia, atau mcngalami cacat total tctap. 

d. Jaminan Pcnaiun yang sclartjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial 
yang bcrtujuan untuk mcmpcrtahankan dcrajat kchidupan yang layak 
bagi pcserta dan/atau ahli warisnya dcngan mcmbcrikan penghasilan 
sctdah pcsc:rta memasuki pcscrta pensiun, mcngalami cacat total tctap, 
atau meninggal dunia. 

Pa..J 13 
Bcsaran dan tcknis penggunaan ADD scbagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat 
( I) dan Pasal l l ditctapknn dengan Keputusan Dupe.ti. 

BABVI 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

PasaJ 14 

(I) Bupati mclakukan pcmantauan dan cvaluasi atas: 
a. pcnyaluran ADD; 
b. prioritas pcnggunaan ADD; 
c. capaian kcluaran ADD;d.en 
d. sisa ADD di RKD dan RKUD. 

(2) Bupati mclakulcan pcmantauan dan evaluasi aebagaimana drmaksud pada 
ayat (ll dcngan memlnta pcnjclasan kcpada Kcpala Ocsa dan/atau 
Pcrang.kat Ocaa mclakukan pengcccknn atas kcwajaran data dalam lapora.n 
capainn kcluaran mdalui Sadan Pcngclola Kcuangan dan Pcndapatan 
Daerah dan Dinas PMD Kab.Pinrang. 

(3) Dalam hal terdapat indikasi pcnyalahgunaan ADD, Bupati dapat mcminta 
• perat pengewae in«mal pemerintah daorah un<uk m'1akukan pem,nksaan. 1 



BAB VII 
PU BU KASI 

Pa!J81 15 

(I) Hasil kesepakatan musyawarah Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah 
Desa di ruang publik yang dapat diakscs oleh masyarakat Desa mclalui : 
a. baliho; 
b. pa.pan informasi Desa; 
c. media elektronik; dan 
d. Website. 

(2) Hasil hasil kegiatan pembangunan,pemberdayaan dan pembinaan 
kemasyarakatan melalui A.DD wajib didokumentasikan melalui video dan di 
sebarluaskan melalui website desa. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWA.SAN 

Pasal 16 
(I) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dcngan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), secara teknis drlakeenekan 

oleh Perangkat Dacrah yang mclaksanakan urusan pemberds.yaan 
masyarakat dan Desa dan Badan Pengclola Kcuangan dan Pendapatan 
Oacrah dan camat berdasarkan kewenangannya; 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sece.ra teknis 
dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Int.em Pemcrintah/APIP. 

BABIX 
SANKS I 

Pasal 17 

Bupati dapat mclakukan pcnghcntian pcnyaluran ADD tahun anggaran 
bcrkcnaan dan/ a tau tahun anggaran bcrilcutnya, dalam ha! tcrdapat 
pcrmasaJahan Desa, bcrupa: 
a. Kcpala Desa dan/ata.u Perangkat Desa mcla.kukan pcnyalahgunaan ADD 

dan ditctapkan sebagai tcrsangka; atau 
b. Desa mcngalami pcnnasalahan administrasi, kctidakjclasan status 

hulcum dan/atau status kcbcradaan Oesa. 

Pasal 18 

(I) Bagi desa yang tidak mcrealisasikan pencairan angganm ADD Tahap Ill 
sampai dengan tanggal 20 Descmber tahun bcrkcnaan dibcnkan sanksi 
pemotongan Dana ADD scbcsar 25 % tahun anggaran bcrikutnya. 

{2) Pelaksanaan kegiatan penycrapan anggaran ADD tidak boleh mclintas Tahun 
Anggaran bcrkcnaan. 

' 



BABX 
KETENTUAN PENllfUP 

PASAL 19 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Penctapan Besa.ran dan tata cara pcmbagian scrta 
pcdoman teknis pcnggunaan ADD Kabupatcn Pinrang tahun anggarsn 2022 
(Lembaran Senta Daerah Kabupatcn Pinmng Tahun 2022 Nomor 5), dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pa31U 22 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggnl diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahui, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati 
ini dengan pcnempatannya dalam Derita Daerah Kabupaten Piruang. 

Oitetapkan di Pinrang 
pada tanggai ,0 J"M..-.o •:1'l. 

BUPATI PINRANG, 

1UAN:HAMIO 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal ;)O .,r,t,�"� 701 :> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

aucll.,,. 
BERITA AERAH KABUPATEN PJNRANO TAHUN 2023 NOMOR 1 

t 



LAMPIRAN I 
KEPlTTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: TAHUN 2023 
TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

KOPSURAT 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN ALOKASI DANA DESA 

Yang bcrtanda tangan dibawah ini: 

Jabatan 

Alamat 

: Kepala Desa . 

Yang selanjutnya di sebut sebagai Pemberi Kuasa 

Dengan ini membcrikan Kuasa kepada : 

: Kepala Badan Penge!ola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

selaku KPA Penyaluran Alokasi Dana Desa 

Alama< 
Untuk melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa dan menyaiurkan hasil 
pemotongan Alokasi Dana Desa lersebut berdasarkan pcrmintaan penyaluran 
yang diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Rekening Kas Desa sebagaimana 
Daftar Reken1ng Kas Desa terlampir. 

Surat kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 . 

. , 
KEPALA DESA, 

Materci I 0.000 

.............................. 
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1.AMPIRAN 111 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGAWKASIAN 
DAN PENYALURAN AWKASI DANA DESA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB MIJJ1..A.K 

Yang bcrtanda tangan di be.wah ini: 

Nama 

Jabe.tan 

Bertindak untuk dan atas nama 

Alama, 
No. HP 

Dcngan ini menyat.a.kan dengan sebenamya, bahwa sa.ya bert.anggung 
jawab atas penggunaan ADD Tahap Dcsa Kecamatan . 
Tahun Anggaran 20 sebesar Rp (terbi\ang). 

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan penmdang 
undangan yang berlaku dan scsuai dengan Rencana Penggunaan Dana Dcsa 
yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalarn Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Dcsa Tahun Anggaran . 

Dcmikian surat pemyataan trn saya buat dengan sesungguhnya dalam 
keadaan sadar dan tanpa paksaan. 

{Dcsa) ,{tanggal,bulan, tahun) 

KEPAI.A DESA . 

Matemi 10.000 

1 · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · •• · • · •• 1 
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PAKTA INTERGRJTAS PENGOUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ... TAHUN ... 

DESA .......••...... KECAMATAN •........•.•.•. 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Bertindak untuk dan atas nama 

Alamat 

No. HP 

Dalam rangka menjaJankan tugas dan kewajibe.n sebagai aparat 
pemerintahan Deso. Yang mclaksakanan tugas sebagai pengclola 
kcuangan dana Desa tahap , dengan ini so.ya mcnyatakan bahwa 
so.ya: 

I. Tidak akan melakukan praktck, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
2. Mcmcgang tcguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan 

diseluruh kegiatan yang diperbolchkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Desa. 

3. Akan mclaporlcan kepada pihak yang berwajib/berwcnang apabila 
mcngctahui indikasi KKN didalam proses pcngadaan/penggunaan 
ADD 

4. Apabila melanggar hal-hal yang tclah saya mcnyatakan dalam pakta 
intcgritas ini (poin I s/d 4), saya bersedia dikcnakan sanksi moral, 
administni.si serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan 
kctcntuan perundang·undanga.n yang berlaku. 

Demikian pakta intcgritas ini saya buat dalam rang.leap 2 (dua) dan 
bermatcrci. 

(Desal,(tanggal,bulan,tahun) 

KEPALA DESA . 

Matcrai 10.000 

I- ..•.•••••••.•.•.•..•........•.••.. J 



lAMPIRAN IV 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR ; TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENOAWKASIAN 
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA 
DESA . 

KECAMA TAN . 
KABUPATEN PINRANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...........•..•.•.. 
NOMOR: .••.. TAHUN 20 . 

TENT ANG 
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA 

NOMOR ...••........ TAHUN . 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DESA 

TAHUN ...•...•..... MENJADI PERAnJRAN DESA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DESAAU1TA, 

Menimba.ng a. bahwa scsuai hasil Rapat Paripuma 
Pcrmusyawaratan Dcsa, tanggal . 
........................... tenta.ng ; 

Borum 
perihal 

Mengingat 

b. bahwa schubungan hal terscbut pada huruf a diatas, 
maka dipandang pcrlu untuk membcrikan pcrsctujuan 
tcrhadap Rancangan Peraturan Dcsa Nomor Tahun 
.............. tentang Menjad1 Pcraturan Dcsa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lcmbaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembcntukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tcntang Perubahan alas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pcmbcntukan Peraturan 
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tnmbahan 
Lcmbnran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

1 

2. 



Menetapkan 

KESATU 

KE DUA 

KETIGA 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Dst . 

ll&IIUTUBKAJII: 

Memberikan perserujuan Penetapan Rancangan Peraturan 
Desa Nomor Tahun . 
Tentang Tahun Angg.aran . 
mcnjad1 peraturan Desa Nomor Tahun 
..................... tcntang 
Segala biaya yang timbul sebaga.i akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebe.nkan pada Angganm Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran ; 
Kcputusan ini mula.i berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal, 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, 
KETUA 

............ , , . 
( 



LAMPIRAN V 
KEPl.frUSANBUPATJ PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASJ DANA DESA 

KEP ALA DESA ...•• 
KABUPATEN PINRANG 

KEPUTIJSAN KEPALA DESA ... 
NOMOR TAJIUN . 

TENT ANG 

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
( PKPKD) DESA TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMATTIJHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA .••...............• 

Mcnimbang 

Mengingat 

: a. bahwa. untuk ketcrtiban dan kelancamn pclaksanaan 
Pengclolaan Kcuangan Dcsa Kccamatan . 
Kabupatcn Tahun Anggaran perlu di tunjuk 
pcmegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa untuk maksud tersebut, pcrlu di tctapkan 
dengan Keputusan Kcpala Dcsa. 

: I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbcntukan Peraturan Pcrund9ng-undangan 
(Lcmbaran Negara RcpubWc Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pcrubahan atas Undang - Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pcmbcntukan Pcraturan 
Perundang Undangan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang 
Dcsa {Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tarnbahan Lcmbaran Negara 

4• �:r���-� . .1.�.�-�-���i.� 
.. Nomor 5495); 1 



Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

MEMtrruSKAN: 

Menunjuk Pemegang Kckuasaan Pengekilaan Keuangan 
Oesa ( PKPKD J sebegaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini; 

Kepala Desa selaku ( PKPKD ), mempunyai 
Kewenangan : 

a. menetapkan kebijakan lentang pelaksanaan 
APBDESA; 

b. menctapkan kcbijalran tentang pengelolaan 
barang milik Desa; 

c. mclakukan tindakan yang mengakibalkan 
pcngcluaran atas bcbcan APBDESA; 

d. menctapkan PPKD; 
e. menyctujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
r. mcnyctujui Rak Desa; dan 
g. mcnyctujui SPP. 

Oalam mcl.aksanakan tugasnya pemcgang kckuasaan 
Pengckilaan Kcuangan Desa ( PKPKD ) dibcrikan 
Honorarium dcngan bcsaran tcrcanlum dalam lampiran 
yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
surat kcputusan ini; 

Biaya yang dipcrlukan schubungan dcngan 
ditetapkannya kcputusan ini di bcbankan kcpeda 
anggaran pcndapatan dan bclanja Desa . 
Kccamatan .... Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 
............. ' 

· Kcputusan ini mulai bcrlaku pada tanggal ditctapkan. 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPAU. DESA . 

. . . .. .. . ... . ... . . . . .. . . . 
Nama tanpa ge\ar I 



LAMPI RAN 
KEPUTIJSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR: 
TENTANO 
PENUNJUKAN PEMEOANG KEKUASAAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PKPKD) 
DESA TAHUN ANGGARAN . 

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PKPKD) 
DESA TA.HUN ANGOARAN ....•.••••• 

JABATAN JABATAN DAI.AM BESARAN 
NO NAMA DALA.M PENGELOLAAN HONORARIUM KET 

DINAS KEUANGAN DESA (Rp) 

I 2 3 4 5 6 
I. .............. Kepala Pcmegang .......... /bulan 

De,a Kekuasaan 
Pcngelolaan 
Keuangan Desa 
t PKPKD I 

Kepala Desa . 

............................... t 



LA.MPIRAN VI 
KEPIITUSAN BUPATI PINRA.NG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANO TATA CARA. PENOALOKASIAN DAN 
PENYALURAN Al.OKA.SI DANA DFSA 

KE PALA DESA •...• 
KABUPATEN PINRA.NQ 

KEPIITUSAN KEPALA DESA ...•.. 
NOMOR ... TAHUN ••..••...... 

TENT ANG 

PENETAPAN PELAKSANA PENGEWLAAN KEUANGAN OESA ( PPKD I 
TAHON ANGGARAN ..•.••.... 

DENGAN RA.HMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

KE PALA DFSA . 
; a. bahwa bcrdasarkan Pasal 3 dan pasa.l 4 Pcraturan 

Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pcdoman Pcngclolaan Keuangan Dcsa, Kepala Desa 
menetapkan Pclaksana Pcngclolaan Keuangan Dcsa; 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scba:gaimana 
dimaksud pada huruf a, pcrlu ditetapkan dengan 
Kcputusan Kepala Desa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pcmbcntukan Daerah Tingkal II di Sulawesi 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234), sebaga.imana tclah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pcrubahan atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tcntang Pcmbcntukan Pcraturan 
Pcrundang - Undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63981; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); I 4. 0... Nlenaaa,a. . 



Menetapkan 
KESATU 

KE DUA 

KETIGA 

MEMlll'USKAN: 

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 
(PPKD) Tahun Anggaran sebaga.i berikut; 
l. Sekretaris Desa sebagai Koordinator; 
2. Kepala urusan dan/atau kepala seksi . 

sebagai Pclaksana Anggaran; 
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi 

Kebendaharnan. 

Sekretaris Desa sebagrumana dimaksud pada Diktum 
Kesatu bertugas : 
I. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB 

Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB 
Desa, dan pertanggunjawaban pelaksanaan APB 
Desa; 

4. Mengoordmasikan penyusunan rancangan 
pemturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB 
Desa dan Pcrubahan Penjabaran APB Desa; 

5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa Jain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan 
Desa dalam rangka pertanggungjawaben 
pelaksanaan APB Desa. 

7. Melakulum verifikasi terhadap 
Pelaksanaan Anggaran, Dokumen 
Perubahan Anggaran dan Dokumen 
Anggaran Lanjutan; 

8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran 
Kaa Deso; dan 

9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan 
dan pengeluaran APB Desa. 

Kaur dan/atau kasi sebagllimana 
dimaksud pada Diktum KESATU bertugas : 
l. melakukan tindakan yang mengaldbatkan 

pengeluaran alas beban anggaran belanja sesuai 
bidang tugasnya; 

2. melaksanakan anggaran kegintan sesuai tndang 
tugasnya; 

3. mengendalikan kegiatan aesuai bidang tugasnya; 
4. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan 

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk 
kegi.atan yang bem.da daam bidang tugasnya; dan 

6. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai 
bsdang tugasnya untuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa. 

t 

Dokumen 
Pelaksanaan 
Pclaksanaan 



KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETWUH 

KE DELI.PAN 

KESEMBJLAN 

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU bertugas: 
I . menyusun RAK Desa; dan 
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyelorkan/membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan desa dan penge\uaran 
dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

Kepala Seksi dan/atau kepala urusan . 
.sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan kcgiatan 
berdasarkan bidang tuga, masing-masing sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini. 

: Dalam, melaksanakan tugasnya, pelaksana pengclola 
keuangan desa sebagaiman.a drmaksod pada Diktum 
KESA1'J bertangung jawab kepada Pernegang 
Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Desa (PKPKD). 

Pelaksana Pengclolaan Keuangan Desa (PPKDJ 
sebagaimana dirnaksud pad.a Diktum KESATU, dalam 
melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor 
perbulan, yang besamya, sebagaimana tercantum 
dalain Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini. 

Bia ya yang diperlukan sehubungan dengan 
ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada 
anggara.n pendapatan dan belanja Desa . 
Kecamatan .... Kabupaten Pinrang Tahun Anggamn ........... 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dnetapkan. 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA OESA . 

Nama tanpa gclar 



LAMPIRAN I 
KEPUTIJSAN KEPALA DESA . 
NOMOR 
TENTANO PENETAPAN PEIAKSANA 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKO ) 
TAHUN ANGGARAN . 

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGOARAN DAN PEMBAGIAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN . 

NO PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DAFiAR KEGIATAN 
l Kcpala Seksi ....................... l , (Nama Kcgiatan) 

2. dst 
2 Kcpala Scksi ....................... I. (Nama KegiatanJ 

2. dst 
3 Kcpala Urusan ....................... I. (Nama Kcgiatan) 

2. dst 

Kcpala Oesa . 

.................................. t 



LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KEPALA OESA . 
NOMOR 
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA 
PENGELOLAAN KEUANGAN OESA ( PPKD ) 
TAHUN ANGGARAN . 

BESARAN HONORARIUM PPKO TAHUN ANGGARAN . 

NO JABATAN DAI.AM JABATAN DALAM BESARAN 
PEMERINTAHAN DESA PENGELOLAAN HONORARIUM 

KEUANGAN DESA 
I Sekretaris Desa. Koordinator PPKD Rp. ....................... 
2 Kepala Seksi ....................... Pclaksana Kegiata.n Rp. 

An .................... .. 
3 Kcpala Seksi .................... Pclaksana Kegiata.n Rp. 

An ....................... 
4 Kcpalo. Urusan ...................... Pclaksana Kegiatan Rp. 

An--aran ....................... 
5 Kepala Urusan ......................... Pclakaana Fungsi Rp. 

keBendahara.an ....................... 

Kepala Desa . 

. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . .. . . . 



Menimbang 

Mengingat 

LAMPIRAN VII 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR ; TAHUN 20'23 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DE:SA 

KABUPATEN .........•..••............••.•. 
KEPUTUSAN KEPALA DESA . 

NOMOR .....• TAHUN •..••.... 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN rrPKJ 
TAHUN ANGOARAN 2022 

KEPALA DESA ...........•..•.•........ 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa.l 58 ayat (I) 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 tahun 2022 
tentang pctunJuk teknis penyusunan rencana 
pembangunan jangka menengah desa dan rencana 
kcrja pemenntah desa scrta petunjuk teknis 
pclaksanaan kegiatan pembangunan desa; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagrumana 
dimaksud pada hurur a pcrlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dcsa tentang Pembcntukan 
Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dcsa. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan LembClmn Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana tdah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan 
Perundang Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negnm Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 5495); 



Mc:nc:tapkan 
KESAnJ 

KEDUA 

KETIGA 

KE EM PAT 

4. Dan setc:rusnya yang ada hubungannya 
tentang Pembangunan Oesa.; 

MEMlfl'USKAN 

Mcmbcntuk Tim Pcla.ltsana Kegiatan Pcmbangunan 
Desa Tahun Anggaran 2023, dengan susunan 
keanggotaan scbagaimana 1ercantum pada Lampiran 
Keputusan 101; 

1\J.gas Tim Pelaksa.na Kcgiatan Pembangunan Desa. 
sebagaime.na dimaksud dalam Diktum KESA.TU 
mellputl Tahapan: 

1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Pertanggungjawaban kegiatan pcmbanguna.n 

ceee 
Biaya ya.ng dipcrlukan sehubungan dengan 
ditetapkannya Keputusan ini drbebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . 
Keca.matan......... Kabupatc:n Pinrang Tahun 
Anggaran , mclalui Kcgiatan Opcrasional 
Pcmerintah Desa. Bidang Pcnyelenggaraan 
Pcmerintahan Desa.. 

Keputusan Kepala Desa ini mulai bcrlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditc:tapkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DESA (Nama Desa) 

(Nama Tanpa Gele.r dan Pangkatl 

\ 



l.AMPIRAN 
KEPl.!I'USAN KEPALA. DESA .•..•... 
NOMOR TAHUN •••....•. 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM 
PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN 
CESA 

SUSUNAN TIM PEI.AKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

KASIKESRA 

UNSUR MASYARAKAT 

l. UNSUR PERANGKAT 

2. UNSUR MASYARAKAT 

CATATAN ( YANG PAHAM TENTANO PEMBANGUNAN FISIK DESAI nlUSAN 
CATATAN DIHAPUS KALAU DlBOAT SK NYA 

KEPALA. OESA ..•..••... 

Ketua 

............................... 

' 
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LAMPIRAN IX 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASlAN 
DAN PENYALURAN ALOKASJ DANA DESA 

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP PERTAMA 

KOPDESA 

N= 
Lamp 
Perihal 

I I Yth. 
: 21 (dua puluh satu ) bcrkas 
: Pennohonan Pc:ncairan 

ADD Tahap I Tahun .... 

.•...••... tanggal ...•.•.. 
Kcpada 
Bupati Pinrang 
Cq. Kcpala DPMD Kab.Pinrang 

Di • 
Pinrang 

Berdasarkan Pc:raturan Bupati Pinrang Nomor Tahun . 
ten tang Desa dan Peraturan Desa . 
Nomor Tahun tcntang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDcsa) Tahun Anggaran . 

Sehubungan ha! tersebut diatas, diusulkan Pcncairan 
Alokasi Dana Des.a. Tahap I {Pcrtama) sebcsar Rp ,· 
dcngan melampirkan Dokumen pendukung sebagai berikut.: 
I. peraturan Desa mengenai APBDcmi bcserta lampirannya 

{bcrita acara musyawarah Desa yang dilcngkapi dcngan 
surat undangan,notulcn rapat,dokumcntasi kegiata.n dan 
daftar h.adir pescrta rapat); 

2. laporan penanggungjawaban Kcuangan Kepala Dcsa tahun 
sebclumnya; 

3. laporan akhir rcalisasi pelaksa.naan kegiatan dan anggaran 
tahun sebclumnya; 

4. peraturan Desa tentang rcncana kerja pemerintah dcsa 
(RKPDesa) Tahun sebclumnya; 

5. surat kuasa pemindahbukuan ADD 
6. surat pemyataan tanggungjawab mutlak dan fakta integritas 

dari Kepala Desa untuk tahap I; 
7. Kcputusan BPD ten tang persetujuan APBDcsa; 
8. rcncana kegiatan dan anggaran Desa; 
9. rencana kerja kegiatan Desa; 
10. rcncana anggaran bia.ya; 
11. fotocopy rckening bank; 
12. foto copy NPWP; 
13. kcputusan Kepala Desa tmtang pemegang kckuasaan 

pengclol.a.an keuangan Desa {PKPKDJ; 
14. kcputusan Kepala Desa Desa tcntang pelaksana pengelolaan 

keuangan Desa (PPKD); 
15. keputusan Kepala Desa tcntang tim pelaksana kegiatan 

(TPK}. 
16. lembar evaluasi APBDesa; 
17. pennohonan pencairan ADD tahap I dari Kcpala Desa ! kepada Bupati cq. Kepe.la Dinas; 



18. Kcpala Ocsa mcngajukan bcrkas n::komcndasi tim vcrifikasi 
tingkat kccamatan tahap J; 

19. lcmbar verifikasi tingk.at kccamatan tahap I; 
20. Surat kctcrangan pcnyclcsaian tindaklanjut dari [nspektorat 

Dacrah Kabupatcn Pinrang tcrkait pcnyclcsian n::komcndasi 
hasil pcmcriksaan tahun anggaran sebclumnya; 

21. bukti pcnyctoran pajak Desa Tahun anggaran scbclumnya. 

Dcmikian pcnnohonan ini diajukan untuk mcnjadi bahan pcnimbangan. 
Mcngctahui, 
Camat . Kcpala Desa . 

(nama lcngkap,nip,ttd,cap) 

Tembusan : disampaikan kcpada Ylh; 
l. lnspektur Kab. Pinnmg 
2. Kcpala BPXPD Kab.Pinrang 
3. Kctua BPD Della. ......•............ 
4. &:rtinuru: 

(nama lcngkap,ttd,cap) 

I 



CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADO TAHAp KEDUA 
KOP DF.8.A 

...................... tanggal . 

Kcpada 

Nomor 
Lamp 
Peri ha! 

Yili 
11 (sebelas) berkas 

; Per111obo_., Pencain.D ADD 
'bQp n {Kedua I Tainan ..... 

Bupau Pinrang 
Cq.Kcpala DPMD Kab.Pinrang 
Di - 

Pjnrang 

Berdasarkan Peraturan Bupe.ti Pinrang Nomor .... Tahun 
.... tcntang Pcdoman Pengclolaan Kcuangan Desa dan Peraturan 
Desa . Nomor....... Tahun tcntang Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Dcsa (APBDcsa)............... Tahun 
Anggaran . 

Sehubungan ha! tcraebut diatas, diusulkan Pencairan 
Alokasi Dana Dcsa Tuhap II (KcdWI ) sebesar Rp. . . . . . . ... ,· 
( ) dcngan mclampirkan Dokumen pendukung 
scbagai berikut: 
L laporan rcaJisaa1 pcnycrapan dan capaian kcluaran ADD 

tahap I mcnunjukkan rata-rata rcaJisasi penycrapan 
paling sedikit sebcsar 50% (lima puluh perscn) dan 
dilwnpiri dokumen pcndukung lainnya; 

2. surat pemyataan tanggung jawab mutlak dan Iakta 
intcgritas dari Kepe.Ja Desa untuk tahap 11; 

3. Japoran perkembangan pelaksanaan kcgiatan dan anggaran 
Tahap I: 

4. berita acara pemcriksaan fisik ADD tahap I bescrt.a 
lamp,ran; 

5. fotocopy rekening bank; 
6. foto copy nomor pokok wajib pajak; 
7. pennohonan pencairan ADD ta.hap II dari Kepala Dess 

kepada Bupati cq. Kepala Dinas ; 
8. lcmbar verifikasi tingkat kecamatan tahap II; 
9. rekomcndasi tim verifikasi tingkat kccamatan tahap ll;dan 
IO. mclakukan updating isian profil desa dibuktikan dengan 

lampiran penduduk dan kk yang memuat tanggal updating 
dan nama desa;dan 

11. bukti penyetoran pajak Desa tahap I Tahun anggaran 
berjalan. 

Demikian pennohonan ini diajukan untuk menjadi bahan 
pertimbangan. 

Mengctahui, 
Carnal . Kepala Dcsa . 

(nama lengkap,nip,ttd,cap) 
Tembusan ; disampaikan kcpada Yth; 
I. lnspekrur Kah. Pmrang 
2. Kepala BPKPO Kab.Pinrang 
3. Ketua BPD Desa . 
4. Pcrtinrra] 

(nama Jengkap,ttd,cap) 

I 



CONTQH FORMAT PERMQHQNAN PENCAIRAN ADD TAHAP KETIGA 
KOP OESA 

Nomor 
Lamp 
Pcrihal 

: 11 (sebc!as) bcrkas 
: Pcrmohonan Pencairan ADD 
Tllhap 111 (Ketiga I Tahun .... 

Yth. 

...................... tangga! . 
Kepada 
Bupati Pinrang 
Cq.KepalaOPMD Kab.Pinrang 
o; 

pjnrang 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor Tahun 
ten tang . .. dan Pera tu ran Desa . 

Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Desa (APBDesa) Tahun i\nggaran . 

Sehubungan hal tersebut diatas, diusulkan Pencairan 
Alokas1 Dana Desa Tahap Ill (Ketiga ) sebcsar Rp ,- 
( ) dengan melampirkan Dokumen pendukung 
sebagai bcrikut: 
I. lapora.n rcalisasi penyerapan dan cnpa.ian keluaran ADD 

snmpai dengan tahap II menunjukkan rata-rata rea1isasi 
penyerapan paling sedikit eebesar 90% (sembilanpuluh 
persen) dan dilamprri dokumen pendukung lainnya; 

2. surat pemyataan tanggu.ng jawab mutlak dan (akta 
integritas dari Kepaia Desa untuk tahap Ill; 

3. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
sampai dengan Tahap II: 

4. berita acara pemeriksaan lisik ADD Tllhap II bcserta 
lam pi ran; 

5. fotocopy rekening bank; 
6. roto copy nomor pokok wajib pajak; 
7. permohonan penc.airan ADD tahap Ill dari Kepala Desa 

kepada Bupati cq. Kepala Dinas ; 
8. lembar verifikasi tingkat kecamatan tahap 111; 
9. rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap Ill; 
10. mengumpulkan soft file lampiran data dasar keluarga dan 

laporan potensi dan tingkat perkembangan desa dibuktikan 
dengan tanda terima dari admin kabupaten; dan 

11. bukti penyetoran pajak Oesa tahap II tahun anggaran 
sebelumnya. 

Demikian permohonan ini diajukan untuk menjadi bahan 
pertimbangan. 

Mengetahui, 
Carnet . 

(nama Jengkap,nip,ttd,capJ 
Tcmbusan ; disampaikan kepada Yth; 
1. lnspektur Kab. Pinrang 
2. Kepala BPKPD Kab.Pinrang 
3. Ketua BPD Dc:,w, •.•••................ 
4. ?ertinwal; 

Kepala Oesa . 

(nama Jengkap,ttd,cap) 



LAMPIRAN X 
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

CONTOH : FORMAT REKOMENDASI AUJKASI DANA DESA TAHAP PERTAMA 

KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang 
......................... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan pcnelitian / 
verifikasi dokumen pcngajuan Pennohonan Pcncairan Alokasi Dana Desa 
tahap pcnama yang terdiri dari : 

l. pcraturan Desa mengenai APBDesa beserta Larnpirannya (berita aca.ra 
musyawarah Dcsa yang dilengkapi dengan sunu undangan,notulen 
rapat,dokumcntasi kegiatan dnn daftar hedir pcscrta rapat); 

2. laporan pertanggungjawaban Kcuangan Kepala Desa tahun scbelumnya; 
3. laporan akhir rcalisasi pclaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 

sebelumnya; 
4. peraturan Desa tcntang rcncana kcrja pemcrintah dcsa (RKPOesa) Tahun 

sebelumnya; 
5. surat kuasa pcmindahbukuan ADD; 
6. surat pcrnyataan tanggungjawab mutlak dan fakta intcgritas dari Kcpala 

Dcsa untuk tahap I; 
7. Kcputus.an BPD tcntang peractujuan APBDeea; 
8. rcncana kegiatan dan anggaran Desa; 
9. rcncana kerja kcgiatan Desa; 
10. rcncana anggaran biaya; 
11. fotooopy rckening bank; 
12. foto copy NPWP; 
13. kcputusan Kcpala Desa tentang pcmegang kekuasaan pengclolaan 

keuangan Desa (PKPKDJ; 
14. keputusan Kepala Desa Dcsa tcntang pclaksana pengelolaan kcuangan 

Dcsa (PPKD); 
15. kcputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan rrPK). 
16. lcmbar evaluasi APBDcsa; 
17. pcnnohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. 

Kepala Dinas; 
18. rekomendasi tim verifikasi tingkat kecamatan tahap I; 
19. lembar veriftkasi ungkat kecamatan tahap I; 
20. surat ketcrangan penycles.a.ian tindaklanjut dari Inspektorat Daerah 

Kabupatcn Pinrang terkait pcnycles.a.ian rckomendasi hasil pcmenksa.an 
tahun anggaran sebelumnya; 

21. bukti penyetoran pajak Dcsa Tahun anggaran sebelumnya. 

Setclah menclil.l dokumcn sebagaimo.na tcrsebut di atas, maka luuni 
berkcsimpulan bahwa Desa dinyatakan la yak dao memeouhi 
syarat untuk diajukan proses pencairan. 



Demikian rekomendasi dibuat ini untuk d1pergunakan sebognimnno. 
mestinya. 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERIFlKASI KECAMATAN 

l. Koordinator : Camat 
(Nama Lcngkap,Pangkat, Nip) 

2. Ketua : Sekretaris Kecamatan 
(Nama Lcngkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lcngkap, Pangkat ,Nip) 

4. Anggota : Kasubag program clan keuangan 
(Nama Lcngkap, Pangkat ,Nip) 

CatataD: 
• Coret yaac tldelt perlu 

I ) 

I ) 

I ..........••..... 1 
I ) 

I 



COITTOH : F'ORMAT REKOMENDASI Al.OKASr DANA DESA TAHAP KEDUA 
KOP KECAMATAN 

REKOMENOASI 

Berdasarkan Peratumn Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang 
................................... , kami Tim Verifikasi Keca.matan telah melakukan 
penclitian / verifikasi dokumen pengajuan Pennohonan Pcncairan Alokul 
Da.11& Deaa taup tedua yang terdiri dari : 

I. laporan realisasi pcnyerapan dan capaian keluaran ADD tahap 
mcnunjukkan rara-rata rcalisasi penyerapan paling sedikit sebeaar 
50% (lima puluh perscn) dan dilampiri dokumen pendukung 
lainnya; 

2. surat pemyataan tanggung jawab mutlak dan fakta integritas dari 
Kepala Desa untuk tahap ll; 

3. laporan perkembangan pelaksanaan kcgiatan do.n anggaran Tahap I: 
4. berita acara pcmcriksaan fisik ADD tahap I beserta lamp,ran; 
5. fotocopy rekening bank; 
6. foto copy nomor pokok wajib pajak; 
7. pennohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. 

Kepala Dmas ; 
8. lembar veriflka.si tingkat kecamatan tahap II; 
9. rekomendasi tim vcrilikasi tingkat keca.matan tahap ll;dan 
10. melakukan updating isian prolil desa dibuklikan dengan lampiran 

penduduk dan kk yang memuat tanggnl updating dan nama dcsa; dan 
11. bukti penyetoran pajak Dcsa tahap I Tahun anggaran berjalan. 

Sctelah meneliti dokumen scbagaimana 1crsebut di at.as, maka kami 
berkesimpulan bahwa Deaa dinyatakan layak dan memenuhi 
syarat untuk diajukan proses pencairan. 

Dcmikian rekomendasi dibuat ini untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Dikeluarkan di 
Pada tanggal 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

l. Koordinator : Camat 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

2. Kctua : Sckrctaris Kecamatan 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kccamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

4. Anggota Kasubag program dan keuangan 
(Name. Lengkap, Pangkat ,Nip) 

• Const :raq tldak perlu. 

( ) 

I ) 

( . ---- ) 

( ---- .) 

\ Cata.tan: 



CONTOH FORMAT REKOMENOASI AWKASI DANA DESA TAHAP KETIGA 

KOP KECAMATAN 

REKOMENDASI 

Berdasarkan Pemturan Bupati Pinrang Nomor .... Tahun .... tentang 
....................................... kami Tim Verifikasi Kecamatan telah melakukan 
pcnclitian / vcrifikasi dokumen pcngajuan ?ennohonan Pcncaimn A.lokasi 
Dana Desa tahap Kctiga yang tcrdiri dari : 
I. laporan realisasi penyerapan den capaian keluaran ADD sampa.t 

dengan tahap II menunjukkan rata-rata n:alisasi penyerapan paling 
sedikit scbesar 90% (sembilanpuluh pcrsen) dan dila.mpiri dokumen 
pendukung lainnya; 

2. surat pcmyataan tanggungjawab mutlak den £akta integritas dari Kepala 
Desa untuk tahap Ill; 

3. laporan pcrkcmbangan pclaksanaan kcgiatan dan anggaran sampa1 
dengan Tahap II: 

4. berita acara pcmcriksaan fisik ADD Tahap II besert.a Lampiran; 
5. fotocopy rekening bank; 
6. rorc copy nomor pokok wajib pejak; 
7. pcnnohonan pcncaimn ADD tahap Ill dari Kcpo.Ja Desa kcpada Bupati eq. 

Kcpala Dines ; 
8. lcmbar verifikasi tingkat kccamatan tahap Ill; 
9. rekomendasi tim verifikasi tingkat kccamatan tahap III; 
IO. mcngumpulkan soft file Lampiran data dasar kcluarga dan laporan 

potensi dan tingknt pcrkcmbangan dcsa dibuktikan dengan tanda terima 
dari admin kabupaten;dan 

11. bukti pcnyctoran pajak Desa tahap II tahun anggaran scbelumnya. 

tclah menchti dolrumcn scbagaimana tcrsebut di at.as, make keeu 
berkcsimpulan bahwa Dcsa dinyatakan layak dan memcnuhi 
syarat untuk diajukan proses pcncruran. 

mcstinya. 
Demikian rekomcndasi dibuat ini untuk dipcrgunakan scbagaimana 

Dikcluarkan di 
Pada tangga\ 

TIM VERJF'IKASI KECAMATAN 

I. Koordinator : Carnet 
{Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

2. Ketua : Sc:kretaris Kccamatan 
(Name Lengkap,Pangkat, Nip) 

3. Anggota Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lcngkap, Pangka1 ,Nip) 

4. Anggota Kasubag program dan kcuangan 
(Name Lengkap, Pangkat ,Nip) 

C.tataa: 
• Coret yaq tlclalt perlu 

{ ...••..........• 1 

{ ) 

{ , 
{ , 



lAMPIRAN XI 
KEPUTIJSAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENOALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

COHTOtl FORMAT lEM8Afl VERIFIKASI TlNGKAT !(EC.AMA.TAN ADD TAHAf> I fltESATU) TAHUN- .•••••••••••• __ 

l£MJAll VEIIIFIICASI TIM U:CAMA TAH AOO TAHAP I (KBATUJ TAHUH ••••••••••••••••••. 

DUA 
U:CAMATAN 

NO. Ul:AIAN """""' """" PENJEU.SAlrl 

"""""' ' peratwan Ile,a mengena.i 
APBDesa bc�rtB lampirannya 
(berita acara. musyawarah Desa 
ymg dilengkapi dengan surat 
undangan, notulen rapet, 
dokumentasi kegiatan dan 
dafta.r hadir peserta rapat}; 

,. laponon penanggungjawaban 
Keuangan kepe.la pese >ahun 
sebelumnya; ,. \aporan akhir realisasi 
polal<Aan,an kegiatan dm 
anggaran ta.hun sebelumnya; 

•- peraruran Desa tcntang n::ncana 
kerja pemcrintah de ea 
(RKPDesa); ,. Surat lrua,a pemindahbukuan 
ADD. ,. eurat pemyataan 
tanggungiawab mutlak dm 
fakta integritas dari kcpala Desa 
untuk tahap I; ,. Kepuruean BPO ten tang 
perserujuan APBDesa; ,. n::ncana kegiatan dan anggaran 
Desa; ,. n::ncana kerja kegiatan Desa; 

io. n::ncana anggaran biaya; 

u. fotocopy n::kcning bank; 

ra, Coto copy NPVIP; 



ia. kcputusan kepala Desa tcntang 
pcm<gang kckuasa.an 
pengdolaan keuangan De= 
(PKPKDJ; 

"· kepuruaan Kcpala De= De- 
tcntang pclaksana pengelolaan 
kcuangan Desa (PPKD); 

15. keputusan kcpala Desa lefltang 
tim pelakeana kcgiatan (TPKJ. 

16. [cm bar cvaluasi APBDesa; 

16. permohonan pencairan ADD 
tahap I dari kcpala Desa kepada 
Bupati cq. Kcpala Dinas; 

" rekomendo.si tim vcrifik.asi 
tingkat kccamatan tahap I; 

" lcmbar verifikasi tingkat 
kecamatan tahap I; 

"· surat kctcnmgan penyclcsaian 
tindaklanjut dari lnspektorat 
Daerah Kabupatcn Pin rang 
tcrkrut penyclcsian rekomendasi 
hasil pemeriksaan tahun 
anggaran sebclumnya; 
;dan 

20. bukti penyctoran pajak Dese 
Tahun anggaran scbclumnya. 

CATATAN: 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

Pirva,ng, ····-·-········· ········-···················· 

l. Koordinator 

2. Kctua 

3. Anggota 

4. Anggota 

: Camat 
(Na.ma Lengkap,Pangkat, Nipl 

: Sekretaris Kecam.atan 
(Nama Lengkap,Pangkat, Nip) 

Kui PMD Kccamatan 
{Nama Lengks.p, Pangkat ,Nipl 

Kasubag program dan keuungan 
{Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

( I 

( ) 

( ) 

I J 



CONTOtl; FORMAT lEMIIAR VERlfll(ASI TINGKAT KECAMATAH ADO TAHAP II fKEOUA) TAHUN .•.•.• , •• - •••••.•• 

lEMIIAJI VERIFIKASI TIM Kl:CAMATAH A00 TAHAI' H JKEOUA) TAHON.- _ ..... 
KECAMATAH 

NO. ......... UNO,.... """' .,_ 
lENGKAP ,. lapcean realisasi 

penyerapan d= capaian 
keluaran ADD tahap I 
menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan peling 
eedrkn sebesar 50% (limo. 
puluh persen) dan dilampiri 
dokumen pendukung 
lainnya; 

2. surat pemyataan tanggung 
jawab mutlak •= fakta 
integritas dari kepala °"� untuk tahap II; 

). laporan perkembangan 
petaksanaan kegiatan dan 
=ggaran Tahap I; 

•• berita 11C8.Jll pemeriksaan fis1k 
ADD taha.p I besena lampiran: 

s. folocopy rekening bank: 

,. foto copy nomor pokok wajib 
paja.k; 

,. pennohonan pencairan ADD 
<ahap II dari kepala Dcsa 
kepoda Bupati cq. Kepa]a 
dinas; ,. lembar verifikasi tingkat 
kecamatan tahap II; 

,. rekomendasi tim verifikasi 
tingkat keca.matan <ahap 
ll;dan 

re. melakukan updating isian 
profil desa dibuktikan dengan 
lampiran penduduk •= kk 
y=g memual U,nggal 
updating dan nama desa; 



u. bukti penyetoran pajak Oesa 
tahep I Tahun anggaran 
berjalan. 

CATATAN: 

P,nrang. ...••.............•................. 

TIM VERIF1KASI KECAMATAN 

I. Koordinator 

2. Kctua 

3. Anggota 

4, Angg,ota 

: Carnal 
(Nama Lengkap,Pangkat. Nip) 

: Sckre1aris Kecamatan 
INama Lengkap,Pangkat, Nip] 

Kasa PMD Kccamaum 
jN&.ma Lengkap, Pangkat ,Nip) 

Kasubag program dan kcuangan 
(Nama Lengkap, Pangka.t ,Nip] 

{ I 

( ........•.•..•... J 

( ) 

{ { 



CONTOH: fOll:MAT UMBAR VElttFIKASI TINGU.T KECAMATAN AOD TA.HAP II {KETIGAJ TAHUN ••••••••.• -. 

UMBAR VEAIFIKASI T1M KECAMATAN At>0 TAHAP HI !KETIGA) TAHUH •• """"'"'"'······· .... 
ICECAMATAN 

t 

NO. ......... � ....... """' PEHJEI.ASAH 
� ....... 

I. laporan realisasi 
pcnycrapan •= capaian 
keluaran ADD sampai 
denga.n tahap II 
mcnunjukkan rata-rata 
realisa.si penycrapan paling 
sediku eebesar 90% 
lsembilanpuluh persen) dan 
dilwnpiri dokumcn 
pendukung lainnya; ,. eurat pemyataan umggung 
jawab mutlak •= fal«a 
intcgritas dari kepo.la Deaa 
untuk tahap 111; ,. laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan 
enggaran sa.mpai dcngan 
Taha I' 

•• berita acara pemcriksaan fisik 
ADD Tahap II beserta 
lampiran; 

5. fotocopy rckening bank; 

,. foto copy nomor pokok wajib 
pajak; ,. permohonan pencairan ADD ...... Ill dari kepala Deaa 
kepada Bupati cq. Kepala 
dinas; ,. lembar vcrifikasi tingkac 
kccamatan tahap Ill; 

,. rckomcndasi tim verifikasi 
tingkat kccamatan tahap III; 

10. mengumpulkan �· file 
lampiran data dasar kcluarga •= laporan potensi dan 
tingkat pcrkcmbangan d,aa 
dibuktikan dcngan umda 
tcnma drui admin k.abupatcn; 



11. bukti pcnyetoran pajak Dcsa 
tahap II tahun anggaran 
scbelumnya. 

CATATAN: 

Pinrang, ....................................•........... 

TIM VERIFIKASI KECAMATAN 

I. Kooniin11.tor 

2. Kctua 

3. Anggota 

4. Anggota 

: Cam.at 
(Na.ma Lengkap,Pangkat, Nipj 

: Sekretaris Ke<:amatan 
(Na.ma Lengkap,Pangka1, Nipl 

Kasi PMD Kecamatan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

Kasubag progarn dan keu1U1gan 
(Nama Lengkap, Pangkat ,Nip) 

j ....•••..•..... ) 

( ) 

( ) 

( ( 
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IJ.MPIRAN xm 
PERATURAN BUPATI PJNRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 
TEf'ltANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

SERITA ACARA PEMEltlKSMN U..PANOAN FISIK 

Pad.a hari tangg:a.1 ..........•..•... tahun tc!ah dilaksanakan 
pemcrikaaan earana pras.arana pembangunan fistk olch pemeriksa fiaik y11.ng mcliputi: 
I. . 

2. . . 
3. . . 

Bcrdasarkan has.ii pemerikaaan dengan kondisi o. SO, 100 %, maka pemeriksa fi,,k 
berkcsimpulan bahwa aarana prasanlr!a pembangunan fiaik yang telah dipenksa di.at.as, 
tclah scsuai dcngan design dan rab. 

DcmikJ.an benta acara in! dibuat untuk dipergunakan 8Cbagaim11.na mcatinya 

Mcngetahui : dikcta.hu1 
Kepala Dcsa Tim �lakaana Kcgi.atan 

dipenksa olch: 
Tenaga Pcndamping Profeaional 

.... . . ...................... 

1 



FORMAT IAMl'IRAN P£MERIICSAAN KEOIATAN 

FORJIAT � JUIGIATAJI' 

,-� "'·- """' ..... /oolllll'le Ukllran/dimenai K...alitu p,okerjun -- .. .._ ....... - "'" """- ...... "'"" """' "'"" �- 

Kqir,tan - -- K•bo.i�ten - �kerjun )'aflll dipcri<sa. 

khan clan .i., --- d,-nkoa -- ....... .......... e -I tWak - .... 

M�111: --- De.. tarlflp.L... . • •. . . . .. ...-. 
t 



LAMPIRAN XIV 
PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : TAHUN 2023 

TENTANG TATA CARA PENGAWKASIAN 
DAN PENYALURAN AWKASI DANA DESA 

KOPSURAT 

Pinrang, . 

Nomor 
Lampmu\ 
�rihal 

....... / / . 

P.rm.ohonu Pencdnu1 
PenP,sUan Tei.p clan 
'h.aj,onpn Kep&la Dcsa, 
Sekretaris I>esa, Penna;ltat 
cl<lsa clan. BPD h1aza ...• 
1 1 

Kepa.da 
Yth. Bupati Pinrang 

Cq. Kepala DPMD Kab.Pinrang 

dr, - 
Pinrang 

Berdasarkan 
............................... 

Pcraturan 
dan Pcraturan 

Bupati 
Dou 

ten tang 
ten tang . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . 

Sehubungan hal terscbut, maka dengan ini dimohon 
kiranya Pcnghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, 
Pcrangkat Desa dan BPO Bulan..... Tahun sebesa.r 
Rp........... ( ) untuk dicairkan dengan rincian sebegai 
berikut: 

a. PencJaa•llaa Tetap Ke,-la DIIM, Nluetariti deM daD 

,eranckat c1e .. 
I. Siltap Kepala Desa Rp. 
2. Siltap Sekretaris Desa Rp. 
3. Siltap Kaur ..... Rp. 
4. Sil tap Ka,i . .... Rp. 
5. Siltap Kadus .. ... Rp. ... m,.,,, 

I 



b. Tu.Qjanp.a Kepala DeN, Sekret&ru deu. dan pennsbt .... 
I. Tunjangan Kepala Desa Rp. 
2. Tunjangan Sekretaris Desa Rp. 
3. Tunjangan Kaur ..... Rp. 
4. Tunjangan Kasi ..... Rp . 
5. Tunjangan Kadus ........... Rp. 

Jumlah 

I. Tunjangan Ketua BPD Rp. 
2. Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp. 
3. Tunjangan Sekretaris BPD Rp. 
4. Tunjangan Anggota BPD ... Rp. 

Jumlah 

Jumlah Total PeD1ba•lla.n Tetap dan Tuajanp.a Kepala DeN, 
Sekretaru DeN ,pennsbt deN TunJanpa BPD 
Rp. 

( ) 

. . 

Dermkran permohonan ini, atas 
bantuannya diucapkan lcrima kasih. 

Tembusan disampajkan kcpada Yth· 
I. lnspcktur Kabupatcn Pinrang; 
2. Kcpala BPKPD Kabupatcn Pinrang 
3. Kctua BPD di Tempat 
4. Pertinggal; 

pcrhatian dan atas 

Kepala Desa , 

, . 

I 
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